BAB III
DISSENTING OPINION PADA HAKIM PENGADILAN NEGERI
PAYAKUMBUH
3.1 Dissenting Opinion

3.1.1 Pengertian Dissenting Opinion
[stilah dissenting berasal dari bahasa Latin, dissentiente, dissentaneus,

dissentio, yang bermakna tidak setujustidak sependapat atau berbeda dalam

pendapat. Menurut Pontang [ssenting opinion merupakan

setuju denga ber i ' im, <y ng tidak setuju
(disagree) dengan putusan yang diai Iyoritas anggota majelis
braham Amos

dissenting opinion ang a tusan hukum dalam

Dissenting opinion) alah ] Ad ang sangat mungkin terjadi
sebagai konsekuensi d: ri “majelis hakim dalam

peradilan umum dimana majelis h3a

" INIVERSITAS ISEAM NEGERT
yang sedang diadil
~INAM-BONJOL -
peradilan di Indonesia,yzang manga_telah diadgpsi dagi,sistem hukum Anglo-
Saxon. Pengunaanny:QJdA!iab dA\ Nb Eang-Undang Hukum

Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi dissenting

terdiri dari 3 orang hakim dan

opinion dapat disimpulkan sebagai pendapat dari satu atau lebih hakim
dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidak setujuan terhadap
putusan dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat
keputusan dalam musyawarah hakim (Wojowasito, 2001:5).

Dalam perkembangan peradaban manusia bahwa penemuan hukum
tidak lagi murni otonom maupun murni heteronom. “Hal ini berdampak
terhadap pergeseran dari hakim terikat® ke arah hakim bebas" dan

pergeseran keadilan menurut undang-undang (normgerechtigkeit) ke arah
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keadilan menurut hakim seperti yang tertuang dalam putusan
(einzelfallgerechtigkeit), serta terjadi pergeseran pola berpikir yang mengacu
kepada sistem (systeemdenken) ke arah berpikir mengacu kepada masalah
(problem oriented) dan membuka ruang kepada hakim untuk membentuk
hukum “judge made law* (Purba, 2006:210).

Perkembangan inilah yang mendorong hakim dalam menemukan

hukum serta adakalanya mel konsep dissenting opinion. Latar

belakang lahirnya dissentin rlepas dari kewajiban bagi para
hakim untuk)i i iajuke ke pengadilan

sebagaimana 3_(a ' bepalingen van

Tahun 2004 o" ' 1 0/ jo tentang Kekuasaan
Kehakiman. Dal: b ang mempengaruhi
putusan hakim ng opinion tersebut,
menurut Loebby Lu qman melip®

a) raw in put, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama,

UNIERSITASHSLAM NEGERI

b) Ins et input, if elgan pekerjaan

ANAN BONJOL

c) enviromentalpa Alp A N G sosial budaya yang
berpengaruhi’ dal n seorahg hakim, seperti lingkungan

organisasi dan seterusnya (Lugman, 2007:123).

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Moerad M.B,
merinci lebih lanjut terkait faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan
faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

a) Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak
semula telah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili

adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
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b) Sikap perilaku emosional, yakni bahwa putusan pengadilan akan
dipengaruhi oleh kepribadian hakim. Hakim yang mempunyai
kepribadian mudah tersinggung akan berbeda dengan kepribadian
hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim
yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan

hakim yang sabar.

c) sikap arrogance power, sikap lain yang mempengaruhi suatu

putusan adalah “keg@n , disini hakim merasa
d) i fiioral i im-karenasb apun juga pribadi
ipuf n Kepada moral pribadi

serta memutuskan

3.1.2

merupakan konsep penting dalam menciptakan tertib hukum (Legal order)

tnabob i I35 e bbb Tl Sckc A Ml N I (o R beraga
peraturan satuan dalam
sistem huIMAM BQON;J@ pinion yang
telah memiliki Ieg Le ’or N ohsep dissenting opinion
tersebut telah mengala A &a elrmg dengan pembaharuan
hukum di Indonesia. Meskipun dalam pandangan penulis bahwa
pembaharuan dalam hukum Indonesia, tidak secara signifikan mewujudkan
pembaharuan dalam konsep dissenting opinion.

Dalam konstitusi Republik Indonesia sebagai kaidah tertulis telah
memuat norma yang mengatur secara tegas terkait kebebasan dalam
menyatakan pikiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2)

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selanjutnya dalam Pasal 28
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E ayat (3) diberikan jaminan dalam mengeluarkan pendapat, “...berhak atas
kebebasan...dan mengeluarkan pendapat.” Hal inilah sebagai landasan hakim
dalam mengadili perkara serta memuat pertimbangan yang sesuai dengan
nilai kebenaran serta mengemukakan dissenting opinion jika tidak tercapai
kata sepakat dalam musyawarah majelis hakim.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam musyawarah majelis hakim

pada dasarnya tidak bertentangar deng an hukum acara pidana, justru dalam

lihat pada P 82 : WSyawar: g but, hakim ketua
majelis mengajukan I i hakim /ang termuda sampai
takan pendapatnya

adalah hakim . dapat harus disertai

: snya putusan dalam
musyawarah maje g : 1 bulat kecuali jika hal itu

setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka

verkd MM ARG PAD ISLAM NEGERI

IMAMBQNIOL
b. §i uf a i e tusan yang
dipilih aPh Adﬁ hﬂv N pGg menguntungkan bagi

terdakw

Pasal 182 ayat (7) KUHAP:

“Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus
untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia”.

Pengaturan dissenting opinion ini dimuat dalam undang-undang
kekuasaan kehakiman yang telah beberapa kali diatur dan mengalami revisi

dalam berbagai undang-undang. Salah satu perubahan mendasar terkait
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perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu adanya pengaturan
pranata perbedaan pendapat dalam proses musyawarah majelis hakim.
Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) memberikan kesempatan
terjadinya perbedaan pendapat para hakim dalam memeriksa suatu perkara,
apabila terdapat perbedaan pendapat di antara hakim maka putusan akan

diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan,

pendapat hakim yang paling n 7_
dipakai dalatin, putusan. Se i ' tadyang kalah suara
dalam menentuka 1 putus: 1 a_pef nayoritas majelis
hakim dan dg send :
dalam buku k

1 dengan putusan
negeri dan bersifat
rahasia.
Pengatu undang kekuasaan
kehakiman yang ai dengan semangat
transparansi agi masyarakat pencari

keadilan. Hal ini disebabkan konsep dissenting opinion yang bersifat rahasia

serhhfAH VDR Sd b EabS bV fafaRibsenting
opinion a ebagai na i akat enuhan rasa
kepastian |?MAMhaBn@NaJﬂ immasyarakat.
3.1.3 Makna PentirPisﬂinBinADN U@ Penemuan Kebenaran

Materil

Pranata dissenting opinion merupakan instrumen menuju kualitas
penegakan hukum yang lebih baik, pranata ini memiliki beberapa makna
penting dalam pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia. Sifat
kerahasiaan musyawarah hakim dalam pembuatan putusan pada dasarnya
menutup kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat yang
berkembang dalam musyawarah hakim, artinya dimungkinkan pendapat-

pendapat yang dipandang lebih mendekati pada nilai kebenaran justru kalah

dalam musyawarah tersebut. Disatu sisi kita meyakini bahwa pencantuman
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dissenting opinion pada dasarnya tidak bertentangan dengan sifat
independensi kekuasaan kehakiman dan sifat kerahasiaan dari musyawarah
hakim dalam memutus perkara justru hal ini bersesuaian dengan semangat
keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mengawal
tegaknya sistem kekuasaan kehakiman.

Dissenting opinion memiliki beberapa makna penting bagi sistem

hukum Indonesia di antaranya: A
a.  Dissenting Opiiiy Mog v F enting Dalam Menjaga Peradilan
Teta )S 2hat “

hakim dalam

Perad ang sehat” dapat tel
musyawarah | jelishak T v ndalam, perasaan

yang kuat dan tid ut dalam menge ‘ - pandangannya melalui

proses filsafat > mendalam. Keyakina lam serta perasaan

yang kuat yang il merupaka ] basan hakim secara

personal. Keyak ' eb 2aln ! ersandarkan kepada
keyakinan subjekt mata, me perdasarkan" *pada keyakinan akan

rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Untuk menemukan rasa

NIVER SIFASASLAM NEGERI e
pembukti pembuktian
sebagai ulmm;B Q(NJ \@ Lt alat bukti
dan barang bukti H( V@e Al n n atas benar tidaknya
perbuatan pidana f id an'se aﬂat engetahui ada tidaknya
kesalahan pada diri terdakwa (Hamzah, 1984:77). Sementara menurut M.
Yahya Harahap menilai pembuktian adalah ketentuan yang membatasi
sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran
(Harahap, 1993:22).

b. Dissenting Opinion Sebagai Cerminan Kebebasan Personal Hakim Dan
Imparsialitas  Hakim

Dissenting opinion merupakan bentuk kebebasan personal hakim

dalam menuangkan pandangan, keyakinan, filsafatnya dalam menemukan
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kebenaran materiil. Kebebasan personal tersebut didasarkan kepada nilai-
nilai dasar dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
Kebebasan personal hakim dalam persfektif pancasila merupakan kebebasan
yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial. Kebebasan tidak
berdiri sendiri tetapi dikaitkan dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran
akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia,

serta bangsa dan negara. Sehingga meskipun bebas, tetapi tidak sampai

Prof. Soediman
1 dalam perbedaan;
). Oleh karena itu,
ng mengutamakan
kewajiban sosiz ' masyarakat, bukan
kebebasan yang n ebebasan yang mengejar

prestise sendiri melalui penerbitan dissenting opinion. Melainkan lebih

medgh MRS I A 1bD derb VBN R daripaaa
menekan dapat ri lain. ebasan personal
hakim mkI:MAMaB@MJ;Q epribadian
manusia Indonesia puﬁilaD :Aﬁ:ltﬂcﬁ Musyawarah menuju
mufakat terjadi jika adafiya perbeddaan. Perbedaan yang dimaksud dalam
musyawarah majelis hakim adalah perbedaan pendapat terkait
permasalahan hukum yang sedang diperiksa, bukan perbedaan terkait
kedudukan antarhakim yang memeriksa perkara yang sama.

Menurut pandangan Prof. Soediman Kartohadiprodjo dalam
perbedaan pendapat harus menggunakan konsep “Berdiri sama tegaknya,
duduk sama rendahnya”. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa “kalau ada

yang lebih tinggi kedudukannya dari yang lain, ia itu akan memaksakan apa

yang menjadi pendapatnya kepada yang lain.” Dalam mencapai nilai
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“kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan” tersebut maka
dibutuhkan adanya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab akan tugas
pemenuhan rasa keadilan masyarakat oleh majelis hakim. Adakalanya
musyawarah majelis hakim untuk mufakat tidak tercapai. Hal ini disebabkan
oleh perbedaan keyakinan, pandangan, faktor sosial, filosofis yang dianut
para hakim yang tidak dapat dipaksakan untuk berpikir sama dalam

memandang suatu permasalahah

‘hukum. Oleh karena itu, pancasila
mengajarkan penghargaan da ) _ Y fan atas manusia sebagai pribadi
yang bersifathu 4 jug) ebaf i mahkluk yang
berbudaya. & pandangan yang
berbeda deng ‘maijelis ) . tas hai libe; ikan kesempatan
untuk menya ‘ ] e an pandangan tersebut
sebagai bagian
C. Dissenting ( i y Dalam Membuat

Putusan | )

Dalam sistem ng dianut oleh Indonesia

bahwa hakim memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-

el NIVERSETASASLAMNEG BR bersn
sebagai b ti jenis melalui
penemua1MAMgBﬂNjﬂtnsprudensi
tetap (vaste jurisp PI A‘ﬂ ii akim dikemudian hari.
Jadi, satu putusan dapat Ala u sugutu disatu sisi putusan
merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa kongkrit dan di
sisi lain merupakan peraturan hukum dimasa depan. Dalam musyawarah
majelis hakim, adakalanya hakim mengikuti putusan yang telah diberi
annotatie oleh para pakar dibidang peradilan dalam menyelesaikan
permasalahan hukum yang sama. Pada dasarnya hal tersebut tidaklah salah,

sepanjang hakim tersebut menyesuaikan dengan dinamika sosial yang terjadi

di masyarakat. Sebab pembuatan yurisrudensi terdahulu disesuaikan dengan
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perkara dan kondisi sosial masyarakat, serta faktor yang berasal dari diri
hakim yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan hal tersebut.

Melalui dissenting opinion maka majelis hakim yang memiliki suara
yang mayoritas dalam memeriksa perkara tersebut akan lebih hati-hati
dalam menggunakan sumber-sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar
dalam membuat putusan, termasuk penggunaan yurisprudensi sebagai

sumber hukum dengan melakukdn Kajian terhadap pertimbangan hukum

dalam memby : 1tlisan. p3 ‘merupaka entuk evolusi prinsip
an n : ska pembaharuan
at dijadikan sebagai
acuan bagi ha erta sebagai bahan
pembuktian te ‘ gan, bahwa majelis
hakim telah ber t bukti yang diajukan
kepersidangan det

hakim.

a. U DHME R bT Al ShoAMMNE GrinRimada

Pu ngadil

Pe]M AMalaBLQIN JeOaL merupakan
bahan eksaminasi Fi A}:t AanNerG apakah putusan hasil
musyawarah terseblt lebih mendekati pada rasa Keadilan masyarakat atau

justru sebaliknya, pendapat yang berbeda tersebut justru lebih mendekati

' musyawarah majelis

rasa keadilan masyarakat. Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris
Examination yang berarti ujian atau pemeriksaan. Eksaminasi publik
merupakan bentuk partisipasi publik dalam menjalankan fungsi Sosial
kontrol terhadap putusan pengadilan melalui kajian ilmiah dan teoritis yang
cukup kuat melalui peran akademisi dan masyarakat untuk melakukan
kontrol melalui eksaminasi (Legal Annotation) untuk mengetahui sejauh

mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara dan apakah
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putusan tersebut telah memenuhi rasa Kkeadilan masyarakat serta

mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan

mencerminkan cita hukum itu sendiri.

e. Dissenting Opinion Sebagai Intrumen Mengembalikan Publik Trust
Terhadap Putusan Pengadilan

Masih terbatasnya penerapan dissenting opinion dalam putusan

pengadilan, mengindikasikan bah va pet gadilan di Indonesia belum bersifat

transparan dan akuntabel jksa perkara. Disatu sisi sistem

pihak manap jadi permasalaha hwa dalam hukum
acara penerap
Dissenting o] i isin alam sebuah buku rahasia

yang dikelolah rminkan kurangnya

akuntabilitas dan* 1si publik dissenting opinion itu

merupakan bahan penting bagi kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat

kN IVERSITASASLAMMNEGER verr
benar din ole tu asi dissenting
opinion ylMAMdalBiﬁNgJﬂ yang secara
khusus dalam menyP A ﬁ rN ng masih berbeda jauh
dengan praktik penera thm on ﬁelah diterapkan dalam
pengadilan niaga dan Mahkamah konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan
pengaturan yang lebih spesifik terhadap publikasi dissenting opinion dalam
perkara pidana, dengan melakukan studi terhadap praktik penerapan
dissenting opinion di negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama

dengan Indonesia, maupun sistem hukum yang berbeda, dengan mengkaji

dampak baik maupun buruknya konsep itu.
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3.1.4 Kebaikan dan Kelemahan Dissenting Opinion
Penerapan dissenting opinion memberikan beberapa kebaikan atau
keuntungan di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Pranata dissenting opinion merupakan perwujudan nyata kebebasan
individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota

majelis atau sesama hakim. Pranata ini sejalan dengan essensi

kekuasaan kehakiman yan ' me deka, yang tidak lain dari kebebasan

hakim dalam memerik perkara.

ninkan jamifnan hak berbeda

1 memeriksa dan
pranata dissenting

iksa dan memutus

en meningkatkan
: nata ini diharapkan
hakim lebih n : gani sehingga hakim

tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral

U MIMERSEENS: 15 hinf b o5 il dn yang
me n fe ka ndapa da perkara yang
ARMAM BONJOL

d. Pranata diss‘Png pi@ AugNan nStrumen meningkatkan
kualitas dan wawasSan hakim. Melalui pranata dissenting opinion setiap
hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang
diperiksa dan akan diputus karena setiap perkara ada kemungkinan
mengandung fakta-fakta dan hukum yang kompleks.

e. Pranata dissenting opinion merupakan instrumen menjamin dan
meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi dissenting
opinion, setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan

pertimbangan hukum yang dalam, baik secara normatif, ilmiah, serta

dasar-dasar dan pertimbangan sosiologis yang memadai.
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f. Pranata dissenting opinion merupakan instrumen dinamika dan
updating pengertian-pengertian hukum. Kehadiran dissenting opinion
menunjukkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara maupun
aturan-aturan hukum, tidak bersifat linear. Melalui pranata dissenting
opinion pemberian makna yang berbeda baik fakta maupun hukum

akan menjamin dinamika dan updating pengertian suatu kaidah

hukum. Dengan cara tersél akan terjadi aktualisasi penerapan

)

an aturan-aturan

S. ng opinio : kaya bahan kajian
muatan i atau doktrin, maupun
A" b uk | h hakim (Moerad,

aru yang

juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya sebagai berikut:

L RAME RS ke Smbiordio AN Kl uksenting

entukan oleh

IIM'A‘MakBHQJN‘J 01 benar dan
adil sesuaP A p ‘A Nr (mayoritas). Ada
kemungkinan penda Inoritas (dis. entﬁ itulah yang benar dan

adil.

b. Pranata dissenting opinion baik secara keilmuan maupun praktek
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

c. Pranata dissenting opinion dapat mempengaruhi harmonisasi
hubungan sesama hakim, terutama untuk masyarakat yang
mementingkan hubungan emosional di atas hubungan zekelijk,

seorang ketua majelis dapat merasa ditantang bahkan mungkin

direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat.
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d. Pranata dissenting opinion dapat menimbulkan sifat individualis yang
berlebihan. Hal ini akan terasa pada saat anggota majelis yang
bersangkutan merasa lebih menguasai persoalan dibanding anggota
lain (Moerad, 2005:112).

3.1.5 Manfaat dan Nilai-Nilai Positif Dissenting Opinion

Sebelum memasukkan dissenting opinion dalam peraturan perundang-

undangan, terlebih dahulu haru tahui adakah nilai-nilai positif atau

manfaat yang dapat dipero aan dissenting opinion tersebut.

manfaat dan i i ang dapa

| masyarakat untuk
mengontrol hakim. ' positif y. dari pelaksanaan
a. Dapat dik e i erb : dalam upaya hukum
' gan pendapat hakim

dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding

UNNERSLTAS ISLAM NEGERI
jang Ka karena dari
ANAM BONIOL:
pangkat dan pg A N r prestasi hakim tidak
hanya diliha dar1A1 erja Semata. Akan tetapi juga
mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas
putusan hakim.
c. Dengan dissenting opinion dapat diketahui apakah putusan hakim
tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam
masyarakat.

d. Dissenting opinion juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu

peraturan perundang-undangan cukup responsif.
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Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat diwujudkan jika
kebijakan untuk memberlakukan dissenting opinion tersebut didukung juga
dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan
putusan pengadilan, karena jika tidak maka dissenting opinion tidak dapat
dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui
dan menilai pendapat hakim yang berbeda dengan putusan (Amos, 2004:17).
3.1.6 Akibat Hukum Dissenting Opini

on. dalam Peradilan Pidana di Indonesia

kepastian h 1k N I i ngadilan dengan cara

luar biasa, | lalnya an hukum yang

keadilannya. | apkan aj : 2) dalam konteks ini,
keseimbangan : > ad Hal lit terwujud, tetapi
kerugian yang i yeners lar s-Undang minimal dapat
ditekan seminimal m ‘ul terhadap kalangan

personal. Ada kesamaan yang terletak pada filosofi penerapan dissenting

opilid NN Bdreindalofh e b oAl Bz ireha mis
keadilan, ol r es ad isSenting opinion
terhadap ‘[M AM‘lgBﬂNJﬂt nsi keadilan
yang ada dalam put tAfb;@\liA)fN. g

Wujud transgn i dalam pehgadilanadalah dengan diterapkannya

dissenting opinion dalam telaah dari hasil akhirnya tidaklah menghilangkan
esensi dari tujuan hukum, meski dari tiga yang mengadili perkara pada
pengadilan, tetap ada unsur kepastian hukum bagi terpidana, karena yag
digunakan adalah pendapat hakim yang mayoritas (Soeroso, 1993:30).
3.1.7 Dissenting Opinion dalam Hukum Islam

Dissenting opinion dalam hukum Islam disebut dengan ikhtilaf,
menurut Wahbah a-Zuhaili perbedaan pendapat (ikhtilaf) antar madzhab

figih maupun ikhtilaf yang terjadi antar ulama dalam suatu madzhab
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bukanlah suatu yang tercela, selama perbedaan pendapat tersebut tidak pada
bagian pkok agama dan keyakinan. Selama dalam perkara furu’l dan ijtihadi,
perbedaan pendapat tersebut malah merupakan rahmat dan kemudahan bagi
umat serta merupakan bagian dari kekayaan tasyrii pada umat. Adanya
perbedaan pendapat di kalangan fuqaha ni juga tidak menunjukkan adanya

pertentangan dalam syari’at, melainkan ini terjadi karena kelemahan

manusia dalam memahami syari’at.

Menrut Syaikh Wahbe i da beberapa hal terpenting yang

menjadi pe \ gan ahli fiqih, yaitu:
a. sa Arab

Hal ini t /atau lafazh yang
diragukan termas ashs h atau majaz, haqiqah
atau ‘urf, mutla 2 g . Bisa juga disebg perbedaan dalam i’rab,
atau perbedaan an ahami ) 1 i <i beragam makna, baik

dalam bentuk mt
b. Perbedaan dalarmr riwayat

Misalnya suatu hadis sampai riwayatnya kepada salah seorang fugaha,

seahobPl VRG] A S daal M N Eel5im Rl repaaa
seorang fi elaui ya ida adikan hujjah,
sedangka:rMAMg EQNJ j@y shahih, dan
lain-lain. P éA D A N G
c. Perbedaan sumber dalil

Ada beberapa dalil yang diperselisihkan oleh fugaha kebolehannya
digunakan sebagai hujjah, seperti istihsan, maslahih mursalah, qaulushs
shahabi, istishab, dan lain-lain.
d. Perbedaan dalah kaidah-kaidah ushuli

Seperti kaidah ‘amm yang dikhususkan tidak menjadi hujjah, mafhum

tidak menjadi hujjah, dan semisalnya.

e. Ijtihad dengan menggunakan qiyas
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Misalnya tentang syarat-syarat dan jalan-jalan fllat, ini membuka
peluang yang besar terjadinya perbedaan pendapat. Menurut Wahbah az-
Zuhaili, perbedaan dlam menggunakan qiyas ini merupakan penyebab paling
banyak terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fugaha.

f.  Pertentangan (ta’arudh) dan pemilihan (tarjih) di antara dalil-dalil

Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha juga banyak terjadi karena hal

ini, dan bahkan melahirkan perdebatan.di antara mereka. Pertentangan bisa

terjadi antar nash, atau antar ] nya terjadinya pertentangan dalam

1ari Minggu tanggal
sia Prof. Dr. Mochtar
k Rizora Effendi, SH.
no Hatta No. 240 Kota

Kusuma Atmadj
Pengadilan Negert

Payakumbuh, Sumatera Barat. Wilayah hukum Pengadilan Negeri

o NIV ERSI TAS 48k AMMNEGE R
Payakum a a uh an, Kecamatan
Payakumj:MAzMrl B’IQ:NJ ﬂLn sebagian
pemerintah Kabupa P AL’ ( agAka Biluru, Kecamatan
Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Lare Kg:)“ ban, Kecamatan Luak,
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari dan Kecamatan Payakumbuh).

Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah pelaksana Kekuasaan
Kehakiman pada peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan

tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
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Pengadilan Negeri Payakumbuh bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai
dengan kewenangannya di tingkat pertama. Selain menjalankan tugas
pokoknya Pengadilan Negeri Payakumbuh diserahi tugas dan kewenangan
lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan,

pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di

wilayah hukum Pengadilan Neg umbubh, apabila diminta. Pemberian

keterangan, pertimbangan ng hukum, dikecualikan dalam

akan diperiksa
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